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SEBAGAI badan perjuangan kebu-

dayaan dan pembangunan masyarakat,

Tamansiswa memiliki ideologi. Seiring pe-

rubahan alam dan zaman, seolah-olah ide-

ologi tersebut dengan visi, misi, dan tujuan-

nya tersamarkan. Makna hakiki badan

perjuangan kebudayaan dan pembangun-

an masyarakat tidak lagi nyata dan yang

tampak fatamorgana.

Saat Gerombolan Selasa Kliwonan

menugasi Suwardi Soerjaningrat meng-

garap jiwa merdeka anak-anak bangsa

Indonesia, lahirlah Tamansiswa pada 3 Juli

1922.  Ketika ideologi Tamansiswa  mewu-

judkan manusia merdeka tampak nyata.

Merdeka universal, konteksnya bukan ke-

merdekaan individual melainkan sekaligus

hamemayu hayuning sarira, hamemayu

hayuning bangsa lan hamemayu hayuning

manungsa. Kemerdekaan, keselamatan,

dan kebahagiaan diri, bangsa, dan umat

manusia. Kemerdekaan diri tidak boleh

merampas kemerdekaan orang lain, bang-

sa, dan umat manusia. Demikian pula se-

baliknya. Kemerdekaan bukan semata-ma-

ta hak, tetapi sekaligus kewajiban mewu-

judkannya.

Ideologi Tamansiswa dirumuskan dalam

Panca Dharma Tamansiswa, ialah (1) ko-

drat alam, (2) kemerdekaan, (3) kebudaya-

an, (4) kebangsaan, dan (5) kemanusiaan.

Hidup dan kehidupan manusia tunduk

kepada hukum-hukum alam kodrat Illahi

yang merupakan hak prerogatif Tuhan

Yang Maha Esa. Kemerdekaan bagi manu-

sia adalah hak, namun hak itu harus diper-

juangkan sebagai kewajiban untuk meng-

hormati kemerdekaan diri dan orang lain. 

Hidup dan kehidupan manusia memer-

lukan sarana kebudayaan. Dengan berke-

budayaan manusia menjalani hidup dan

kehidupannya tidak semata-mata berda-

sarkan naluri belaka. Kebangsaan dalam

pandangan Tamansiswa adalah nasional-

isme atau rasa kebangsaan yang menjalar

dari diri, keluarga, masyarakat, bangsa,

dan umat manusia. Rasa kebangsaan tidak

boleh bertentangan dengan kemanusiaan.

Rasa kebangsaan merupakan wujud me-

nyatukan kepentingan bersama sebagai su-

atu bangsa yang menafikkan perbedaan

suku, agama, ras, bahasa, dan bawaan bio-

logis lainnya. 

Mengancam

Pada masa kekuasaan kolonial ideologi

Tamansiswa tidak tampak sebagai fata-

morgana. Ideologi yang nyata mengancam

kelangsungan kekuasaan kolonialisme.

Jika dari setiap diri anak bangsa Indonesia

telah tumbuh dan berkembang jiwa merde-

ka, bukan tidak mungkin suatu ketika

menjelma menjadi tuntutan kemerdekaan

politik. Dengan demikian kekuasaan kolo-

nial harus berakhir. Pemberlakuan pajak

pendidikan (onderwijs ordonantie) pada

1932 merupakan salah satu contohnya.

Tujuannya untuk melemahkan, jika mung-

kin Tamansiswa harus ditutup.  Pada za-

man pendudukan Jepang semua sekolah

Tamansiswa ditutup.

Pasca-kemerdekaan, ideologi

Tamansiswa yang terlihat hanya

fatamorgana. Meskipun Hari

Pendidikan Nasional diperingati

setiap 2 Mei yang merupakan hari

lahir Ki Hadjar Dewantara Bapak

Pendiri Tamansiswa, namun Sis-

tem Pendidikan Nasional tidak la-

gi bersentuhan dengan ideologi

Tamansiswa. Semboyan Kemen-

terian Pendidikan hanya diambil

sebagian dari trilogi Tamansiswa,

tut wuri handayani. Padahal tut

wuri handayani tidak akan

bermakna tanpa ing ngarsa sung

tuladha lan ing madya mangun

karsa. Pendidikan dan pengajaran

yang hanya tut wuri handayani akan

dipenuhi oleh hukuman, ancaman, dan

larangan tanpa suri teladan dan motivasi.

Pasti jiwa merdeka anak didik tidak akan

tumbuh dan berkembang.

Merdeka Belajar yang merupakan pro-

gram menstransformasi sistem pendidikan

nasional juga masih kering ideologi

Tamansiswa. Pendidikan dan pengajaran

melalui merdeka belajar dengan 20 episo-

denya belum sampai kepada jaminan tum-

buh dan berkembangnya jiwa merdeka

anak didik yang mengingati kodrat alam,

kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusi-

aan secara utuh dan terpadu. 

Di lingkungan Tamansiswa sendiri, yang

selama puluhan tahun mampu ngeli

ananging ora keli, ternyata sampai dengan

100 tahun Tamansiswa pada 3 Juli 2022

justru hanyut terhempas oleh bangsanya

sendiri. Tanpa mampu ëmelawaní karena

bargaining power yang sangat rendah.

Jangan-jangan wong tamansiswa juga se-

dang terpesona melihat fatamorgananya

sendiri? ❑

*)Ki Sugeng Subagya, Pamong

Tamansiswa di Yogyakarta.

BPJS Kesehatan Tanpa Kelas

Ki Sugeng Subagya

Bentrok fisik di Babarsari Yogya terjadi lagi.

--Yuk, selesaikan dengan kepala dingin .

***

Sleman menjadi Kabupaten Kreatif 2022.

--Selamat, pertahankan!

***

Pande besi di Kulonprogo panen pembuatan

golok.

--Bukan untuk klithih, namun untuk

nyembelih kambing.

Melihat Fatamorgana Tamansiswa?

PER FEBRUARI 2022, jumlah total

peserta JKN-KIS adalah 236,8 juta jiwa

atau sekitar 86% dari populasi pen-

duduk Indonesia. Masih ada sekitar

14% penduduk yang belum terdaftar

menjadi pesertanya. Padahal pemerin-

tah mempunyai target untuk mencapai

Universal Health Coverage (UHC) atau

cakupan kesehatan semesta. 

Program JKN-KIS kepesertaannya

dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu PBI

(Penerima Bantuan Iuran) Jaminan

Kesehatan, PD Pemda (Penduduk yang

didaftarkan Pemda), PBPU dan BP

(Pekerja Bukan Penerima Upah

dan Bukan Pekerja) atau yang le-

bih dikenal sebagai peserta man-

diri dan PPU (Pekerja Penerima

Upah). Semua peserta JKN-KIS

harus membayar iuran setiap bu-

lannya sesuai dengan jenis kepe-

sertaannya masing-masing. 

Besaran iuran adalah sebesar

Rp. 42.000 per orang per bulan de-

ngan manfaat pelayanan di ruang

perawatan Kelas III. Khusus un-

tuk kelas III, per 1 Januari 2021,

iuran peserta kelas III yaitu sebe-

sar Rp 35.000 dengan pemerintah

tetap memberikan bantuan iuran

sebesar Rp 7.000. Iuran sebesar Rp

100.000  per orang per bulan de-

ngan manfaat pelayanan di ruang

perawatan Kelas II. Bagi peserta

yang mendapatkan manfaat pela-

yanan di ruang perawatan Kelas I sebe-

sar Rp 150.000 per orang per bulan.

Tanpa Kelas

Pemerintah sudah menggaungkan in-

formasi,  program pelayanan untuk pe-

serta BPJS Kesehatan akan dilak-

sanakan dengan penerapan kelas stan-

dar atau satu kelas atau tanpa kelas. Di

negara-negara lain program asuransi

sosial seperti BPJS Kesehatan tidak

menerapkan kelas-kelas pelayanan

seperti di Indonesia. Tentu saja kebi-

jakan tersebut akan berdampak pada

besaran iuran yang harus dibayarkan

peserta mandiri atau PBPU dan BP.

Peserta mandiri mempunyai beberapa

pendapat terkait dengan BPJS Kese-

hatan tanpa kelas.

Pertama, peserta yang pada saat ini

sudah memilih kelas III untuk kepeser-

taannya merasa khawatir jika nanti

menjadi tanpa kelas,  iurannya akan

naik dan mereka menjadi tidak mampu

lagi untuk rutin membayar iuran yang

bisa berdampak pada terjadi penung-

gakan. Misal saja dalam 1 KK harus

menanggung 4 peserta, pada saat ini

mereka membayar Rp 35.000 per anggo-

ta keluarga maka dikalikan 4 maka to-

tal membayar iurannya sebesar Rp

140.000 per bulan. Seandainya naik

misal Rp 10.000 jika dikalikan 4 anggo-

ta harus menambah Rp 40.000 per bu-

lan. Sedangkan gaji ataupun upah tidak

naik, harga kebutuhan pokok juga ting-

gi. Otomatis akan memberatkan,

Biasa Saja

Kedua, peserta mandiri yang saat ini

sebagai peserta kelas II secara umum

merasa biasa saja dengan kebijakan

BPJS Kesehatan tanpa kelas ini. Peser-

ta beranggapan kemungkinan iurannya

akan turun daripada yang saat ini su-

dah mereka bayarkan. Hal senada juga

disampaikan oleh peserta JKN-KIS dari

kelompok PPU (Pekerja Penerima

Upah), yang merasa tidak terlalu ber-

pengaruh jika akan diterapkan BPJS

Kesehatan tanpa kelas. 

Ketiga, adalah peserta mandiri kelas

I. Pada peserta mandiri yang saat ini

memilih pelayanan kesehatan di kelas I

dan membayar iuran sebesar Rp

150.000 merasa resah jika nanti BPJS

Kesehatan dibuat tanpa kelas. Kece-

masan tersebut bukan pada besaran

jumlah iurannya, melainkan pada kual-

itas pelayanan kesehatan.  

Seperti yang sudah kita ketahui

untuk melaksanakan kebijakan

tanpa kelas ini, pemerintah akan

menerapkan 12 (dua belas) kriteria

pelayanan di fasilitas pelayanan ke-

sehatan. Pemerintah terutama

BPJS Kesehatan harus memberi-

kan edukasi kepada masyarakat

terutama peserta terkait dengan ke-

bijakan yang akan dijalankan.

Sehingga peserta tidak berada

dalam kegalauan. 

Pada umumnya peserta mandiri

berharap jika kebijakan tanpa kelas

ini sudah dilaksanakan, rumah sa-

kit  tetap memberikan pelayanan

yang berkualitas dan tidak me-

rugikan bagi peserta. ❑

*)Sri Sularsih Endartiwi SKM

MPH, Dosen Prodi Kesehatan

Masyarakat STIKes Surya Global

Yogyakarta.

Sri Sularsih EndartiwiYogya Bukan Padang  Kurusetra
VIRAL video kelompok bersenjata,

membawa senjata tajam di Kawasan

Babarsari, mengusik banyak perha-

tian. Seolah-olah Yogya adalah

Padang Kurusetra, kancah Perang

Baratayudha antara Pendawa dan

Astina. Banyak pertanyaan yang

muncul, ada apa dengan Yogya? Kota

yang biasanya tenang, tenteram dan

menjadi jujugan studi dari luar daerah

serta pariwisata, tiba-tiba menjadi

ajang kekerasan fisik bersenjata.

Wajar kalau kemudian Gubernur

DIY Sultan HB X merasa prihatin,

melihat video dan berita di media

massa mengenai bentrok berdarah

tersebut. Bukan hanya  ada korban

cedera parah, namun ruko dan 7

sepeda motor terbakar. Ini sudah sa-

ngat serius, (KR 5/7). Karenanya

Sultan meminta Polisi jangan segan,

harus tegas menindak para pelaku

penganiayaan dan perusakan. Sebab

tidak akan ada efek jera apabila polisi

tidak menindak pelaku yang bersalah.

Ini akan menimbulkan contoh dan

preseden buruk. 

Gubernur DIY meminta  polisi ja-

ngan hanya melerai. Kalau melang-

gar hukum ya tetap tegas proses

hukum. Menurut Gubernur DIY, jika

polisi tidak tegas, maka peristiwa

semacam itu bisa akan terulang.

Beberapa kali Sultan menyatakan,

Yogya bukan ajang kekerasan fisik. 

Sejumlah elemen di Yogyakarta ju-

ga menyesalkan hal tersebut. Di an-

taranya adalah Sekber Keistime-

waan, yang menyatakan seharusnya

polisi jangan hanya bertindak setelah

kejadian tersebut terjadi. Namun ha-

rus  dilakukan deteksi, agar jangan

sampai kejadian tersebut pecah. Ada-

nya polisi di lokasi, tentu akan mem-

batalkan bentrok antarkelompok.

Sungguh, aksi tersebut tidak bisa

dianggap sepele. Sebab akan ber-

pengaruh terhadap wajah Yogya

yang selama ini tenang. Yogya yang

dianggap sangat menghormati sua-

sana ketenangan menjadi impian

orangtua untuk menyekolahkan

anaknya di Yogya.  Memang kekeras-

an jalan semacam klithih beberapa

kali terjadi, namun tidak seperti yang

terjadi sekarang. Terang-terangan

siang harus membawa pedang sam-

bil diacung-acungkan siap bertempur.

Dalam bidang pariwisata, DIY baru

saja mengalami panen wisatawan

setelah 2 tahun mati suri karena ter-

dampak  pandemi Covid-19.  Sekitar

dua tahun harus ngampet tidak bisa

menikmati andalan bisnis wisatawan.

Wajar  sangat senang, meski masih

dalam suasana pandemi namun di-

bolehkan   melonggarkan dalam ge-

rakan 3 M di lokasi terbukti paling ti-

dak akan memberikan kesempatan

pariwisata menggeliat. Liburan seko-

lah di Yogya saat ini saja, Yogya ke-

datangan ribuan wisatawan yang

karena menganggap Yogya itu aman

dan nyaman. Pariwisata itu sangat

rentan terhadap peristiwa kekerasan,

inilah yang dikhawatirkan peristiwa

perkelahian antarkelompok tersebut

akan memberikan dampak buruk bagi

pariwisata Yogya.

Belum lagi lebih dari seratus jumlah

perguruan tinggi Yogya. Meski belum

seluruhnya kuliah tatap muka, namun

Yogya mulai dipadati mahasiswa.

Karena itu, suasana tersebut tentu ju-

ga akan mengganggu ketenangan

belajar.  Pengusaha UMKM dalam hal

ini misalnya warung-warung kecil di

sekitar kampus, tentu juga akan ter-

dampak pada  hal yang mengusik ke-

tenangan, kedamaian Yogyakarta.

Mudah-mudahan semua pihak

segera menyadari bahwa peristiwa

tersebut bukan hanya merugikan pi-

hak yang bertikai, terlebih korbannya

yang sampai cacat tetap, Namun

mengusik ketenangan Ngayogya-

karta Hadiningrat. Sultan HB X bah-

kan menagih janjinya, ketika meng-

adakan dialog dengan kampus dan

asrama dan  untuk tidak melakukan

aksi kekerasan.

Saatnya, semua elemen duduk

menyelesaikan ketidakcocokan. Sul-

tan HB X  jika diminta  bersedia un-

tuk melakukan mediasi. Jadi, me-

ngapa harus berkelahi? Padahal be-

gitu indah persatuan dan keber-

samaan. (***)

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email: opinikr@gmail.com dengan pan-

jang tulisan antara 535  - 575 kata, de-

ngan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.

Terimakasih. 
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Yogya Macet Lagi, Macet lagi!

MyPertamina, Aturan Paling Aneh

MASA liburan di Yogya, sungguh

tidak nyaman. Kemacetan ada di-

mana-mana. Pengalaman saya hari

Sabtu lalu, dari Bantul ke Sleman

memakan waktu lebih 2, 5 jam.

Rekor waktu terpecahkan saat libu-

ran di Yogya. Saya berbincang-bin-

cang dengan sopir wisata dari

Jakarta mengantar tamu ke Yogya

juga mengeluh kalau dapat carteran

ke Yogya. Saya bayangkan, tahun

depan atau mungkin 5 tahun kemu-

ka, macam apa jalanan di Yogya se-

makin padat dan sulit bergerak.

Maka kesan Yogya macet lagi,

macet lagi, akan membuat orang

berpikir ulang ke Yogya.

Maka saya usulkan, bagaimana

membuat kantung parkir dipinggir ko-

ta. Rasanya di luar negero, objek

wisata dengan parkir area rata-rata ti-

dak dekat. Jadi saatnya, Yogya mem-

bangun parkir area agar wisatawan

dan warga nyaman jalan di Yogya. ❑

Sudaryanto M, Seturan

Caturtunggal Depok Sleman.

UNTUK membatasi konsumsi

BBM bersubsidi jenis pertalite dan

solar agar lebih  tepat sasaran, di-

buatlah aplikasi MyPertamina. Dan

sejak 1 Juli 2022, konon ujicoba su-

dah dilaksanakan di 11 kabupaten/

kota termasuk Kota Yogyakarta. Di

tengah keluhan soal server dan in-

ternet ngadat, terus terang saya se-

pakat dengan tujuan membatasi

konsumen pertalite dan solar yang

sering salah sasaran.

Namun sejujurnya peraturan ini

aneh bahkan mungkin paling aneh.

Karena dengan menggunakan ap-

likasi itu, setiap ke SPBU kita harus

menunjukkan pendaftaran kita,

artinya membuka/menghidupkan

HP. Padahal di SPBU jelas-jelas

ada gambar HP dicoret merah.

Artinya tidak boleh menghidupkan

HP. Dan ini aturan internasional.

Jadi apakah ini bukan aturan paling

aneh di dunia? ❑

Purwanto, pengemudi taksi ting-

gal di Condongcatur.


